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ABSTRAK

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-PAYMENT TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

(PBB-P2) PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dan Kabupaten Lampung

Tengah)

Oleh

SHANTI ANANDA TANOTO

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis adakah perbedaan signifikan yang
terjadi setelah penerapan sistem e-payment diterapkan sebagai metode pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten Lampung Tengah
dan Kota Metro.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data sekunder yang didapatkan dari
Dinas Pendapatan Daerah setempat, dimana terdiri atas jumlah penerimaan per-kecamatan
dalam waktu 3 tahun yaitu 2013, 2014 dan 2015. Sementara untuk pengujian hipotesisnya,
dilakukan dengan Uji Beda Berpasangan (paired t-test).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa penerapan sistem e-
payment sebagai metode pembayaran, menghasilkan perbedaan yang signifikan selama 2
tahun penerapannya di Kota Metro, sementara hasil berbeda didapatkan pada Kabupaten
Lampung Tengah. Pada tahun pertama penerapan sistem e-payment, tidak terdapat perbedaan
signifikan dalam penerimaannya. Perbedaan baru tampak saat tahun kedua penerapan sistem
e-payment pada metode pembayarannya.

Kata kunci: e-payment, Penerimaan PBB-P2



ABSTRACT

THE BEFORE AND AFTER ANALYSIS OF E-PAYMENT IMPLEMENTATION

AGAINST THE TAX ON LAND AND BUILDINGS REVENUE IN THE RURAL AND

URBAN AREA WITHIN THE CITIES AND DISTRICTS ON THE PROVINCE OF

LAMPUNG

(Case Study on Local Revenue Offices of Metro City and Central Lampung District)

By

SHANTI ANANDA TANOTO

This research was conducted to analyze the existance of significant differences that occur
after the implementation of e-payment system applied as a payment method of Land and
Building Tax in Rural and Urban Areas (PBB-P2) in Lampung Tengah District and Metro
City.

The data used in this study is a secondary data obtained from the Local Revenue Office,
which consists of the number of revenues per-districts within 3 years ie 2013, 2014 and 2015.
As for hypothesis testing, carried out with the paired t-test.

Based on the analysis,it is concluded that the implementation of e-payment system as a
payment method, resulting in a significant difference over the two years of application in
Metro City, while the different results obtained in Central Lampung Regency. In the first year
of implementation of e-payment systems, there are no significant differences in tax revenue.
The differences appear in the second year of implementation of e-payment system on the
payment method.

Keywords: e-payment, land and building tax revenue
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak memegang fungsi penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai

sumber keuangan negara dan alat mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tujuan

tertentu di luar bidang keuangan.

Salah satu objek kena pajak adalah bumi dan bangunan. Undang-undang yang

mengatur pajak bumi dan bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 1994. Bumi dan

bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih

baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh

manfaat dari padanya.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP

ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh

menteri keuangan. Namun seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan ternyata

membutuhkan perubahan karena peraturan perpajakan yang lama ternyata sudah

tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia,

baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan

nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut

belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar
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peranannya menghasilkan penerimaan dalam negri yang sangat diperlukan guna

mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social, dan politik,

disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih

memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak meningkatkan

kepastiaan dan penegakan hukum, serta mengantisispasi kemajuan dibidang

teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

Selain itu, perubahan tersebut juga dimasukkan untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi

perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan

kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai

berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung

penerimaan negara.

2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi nasyarakat

guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan

tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan social ekonomi masyarakat serta

perkembangan di bidang teknologi informasi.

4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
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6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan

konsisten dan,

7. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang

seiring dengan meningkatkan kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim

usaha.

Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada

tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka. Salah satu perubahannya

adalah Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali

perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan terbaru tentang pajak

daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang pemungutannya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk reformasi yang terjadi pada

level pemerintah daerah.

Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal dengan kebijakan

desentralisasi dan pemungutan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah.

Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah salah

satunya tentang pemungutan jenis pajak yang dahulu dikelola pemerintah pusat,

sekarang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dengan terbitnya
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli

daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wacana pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru terwujud

setelah adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Mekanisme pemungutan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan

semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-

masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase

bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk

pusat, 16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota. Undang - undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan

pemungutan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan

pemungutan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling

lambat 1 Januari 2014. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan

mekanisme pemungutan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah.
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Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010

dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2

sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata

Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sebagai Pajak Daerah. Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan

mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola

oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian

sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini,

semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas

pemerintah daerah.

Dimulai dari tahun 2012, beberapa Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung

telah diberikan kewenangan untuk mengolah PBB-P2 mulai dari cetak massal

SPPT PBB-P2 hingga pemberian pelayanan yang terkait dengan PBB-P2 yang di

amanatkan kepada Dispenda untuk mengelola pajak daerah sebagai pembenahan

dan pengembangan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota dan

Kabupaten di Provinsi Lampung. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota dan

Kabupaten melalui Dispenda menunjuk dan bekerjasama dengan PT Bank

Lampung, sebagai salah satu tempat pembayaran PBB, selain dari kolektor PBB

dan pihak kelurahan.

Dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membuat

penelitian yang berjudul: “Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Payment
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terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah, adakah perbedaan yang terjadi pada

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

sebelum dan sesudah diterapkannya sistem e-payment pada Kota Metro dan

Kabupaten Lampung Tengah?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk meneliti adakah perbedaan yang terjadi pada

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

sebelum dan sesudah diterapkannya sistem e-payment pada Kota Metro dan

Kabupaten Lampung Tengah?

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang

perpajakan.

2. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam

melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas

pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-undang

dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung

ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan  dalam

rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah

mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan

pembangunan lainnya disegala bidang.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang

berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli

sebagai berikut:

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjadja (2002)

menyatakan bahwa Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang

dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH menyatakan Pajak merupakan iuran rakyat

kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
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mendapat jasa timbal balik (kontra presrasi) yang langsung dapat ditujukan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Pajak Pusat, terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

d. Bea Materai

2. Pajak Daerah, Terdiri Dari:

a. Pajak Propinsi

b. Pajak Kabupaten atau Kota

2.3. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2009) fungsi pajak digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungus budgetair, artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik ruitn

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan
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berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi regularend (pengatur).

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan.

2.4. Pajak Daerah

Dasar hukum pajak Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Republik

Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik

Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk

berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan

pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh

Objek Pajak atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pengertian Pajak Daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan Asas

Pajak Negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan
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umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan,

sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

A. Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Berdasarkan Sifat

1. Pajak Pribadi (perorangan). Dalam hal ini pengenaan pajak lebih

memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti beberapa istri,

anak, dan kewajiban finansial lainnya. (PPH Pribadi)

2. Pajak Atas Kebendaan. Yang diperhatikan adalah objeknya,

pribadi wajib pajak dikesampingkan

3. Pajak Atas Kekayaan, yang menjadi objek pajak adalah, kekayaan

seseorang atau badan.

4. Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan

atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan,

biasanya dikenakan hanya sekali.

5. Pajak Atas Pemakaian (konsumsi). Pajak atas kenikmatan

seseorang

6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut

karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para

produsen.

b. Berdasarkan Ciri:

1. Pajak Subjektif dan Objektif

Pajak Subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan

pajaknya dicari alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan

material. Pajak objektif, pertama melihat kepada objeknya selain daripada
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benda dapat juga berupa keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subjeknya,

tidak mempersoalkan apakah subjeknya berdiam di dalam negeri maupun di

luar negeri.

2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Dipandang dari sudut yuridis:

a. Menurut Mr. Dr. JHR Sininghe Damste (Pendapat Kuno).

Pajak Langsung: jika pungutannya dilakukan secara periodik

dan didasarkan atas kohir (PPh/Pkk). Pada saat KIP

menetapkan kohir secara formal utang pajak itu timbul, secara

materiil setelah wajib pajak menerima SKPnya, SKP adalah

tindakan penagihan pertama.

Pajak Tidak Langsung: kalau pemungutannya tidak periodik

dan tak berkohir.

b. Menurut Dr. WH Vanden Berge (aliran modern)

Suatu pajak itu adalah pajak langsung kalau tidak dinyatakan secara tagas

dalam Undang-undang yang bersangkutan, kalau tidak dinyatakan dengan

tegas berarti pajak itu adalah pajak tidak langsung. Dipandang dari sudut

ekonomis. Menurut Prof. Dr. MJH Smeets, lebih dahulu harus dibedakan tiga

unsur sebagai berikut:

a. Pembayar Pajak: adalah mereka yang oleh pembuat Undang-undang

diwajibkan untuk membayar pajak.
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b. Destinataris adalah mereka yang menurut maksud pembuat Undang-

undang seharusnya memikul pajak.

c. Pemikul Pajak: adalah mereka yang benar-benar memikul dan

merasakan tekanan pajak.

2.5. Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah undang-undang No.12

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 1994

Mardiasmo, (2009:311) menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki arti:

Bumi adalah Permukaan bumi da tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan

bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa,tambak,perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah

Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau

perairan. Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 menyatakan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang

dimiliki,dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan

undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak terutang

(SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat jenderal

Pajak menerbitkan SPPT (Surat pemberitahuan Pajak terutang) berdasarkan SPOP

(Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Nilai Jual
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Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli

secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek

Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau

nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.6. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya

ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah

tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan

daerahnya.

Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan UUPBB adalah harga

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual objek Pajak (NJOP) ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan

baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Sesuai dengan keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok sebagai

berikut:

a) Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu

pembangunan dan/atau penggalian sumber daya alam atau biaya tertentu

yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai

dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap produksi.
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b) Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk,

peruntukkan, dan atau penggunaannya meliputi karakteristik khusus.

c) Dalam hal ini objek pajak yang nilai jual permeternya lebih besar dari

ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di lapangan

digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.

d) Objek Pajak sektor Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat khusus, Nilai

Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang

diperoleh dari hasil penilaian secara massal.

e) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sector perkebunan, kehutanan,

pertambangan serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan

untuk areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai

jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi.

f) Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek

Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh

penjual fungsional yang dinilai secara fungsional.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah-rendahnya

20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak

Sedangkan besarnya terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP  = 0,5% x Presentase NJKP x

(NJOP - NJOPTKP)

(Undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang no.12 tahun 1994.)
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2.7. Pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak tersebut, pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan

perundang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakan berdasarkan penerapan kepala Daerah dibayar dengan menggunakan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan

berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),

dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

2.8. Electronic Payment

Menurut Wahyu (2005:1), Electronic payment merupakan system pembayaran

yang mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan pada transaksi

bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses cash

management, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukan

kapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas. Layanan e-

payment digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui Payment Media Bank

(ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, teller).

Menurut Siahaan (2009:335), Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas

pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri (ATM),

phone banking, internet banking atau fasilitas perbankan elektronik lainnya.

Menurut Sulityani (2010: 67), e-Payment adalah pembayaran pajak secara online
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dengan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu

melalui Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank

yang online di seluruh Indonesia.

2.9. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas pemungutan pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil penelitian Hermansyah (2015) Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Makassar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang

didapatkan DISPENDA Kota Makassar di tahun 2014, walaupun dalam proses

pemungutan pajak tersebut masih terdapat kendala yang didaptakan, terutama

tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk

kedepannya. Dari penjelasan yang diberikan penulis dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut: efektivitas pemungutan PBB di DISPENDA Kota Makassar guna

meningkatkan PAD Kota Makassar telah terjadi peningkatan, dan Pemungutan

PBB selalu mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya yang didapatkan

DISPENDA Kota Makassar.

Astutik (2012) menyatakan bahwa, berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan

bangunan masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya

dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%.

Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%.

Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat
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disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam

merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah

ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya

dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD

tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu

persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan

bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik.

2.10. Kerangka Teoritis

Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang adakah perbedaan penerimaan

PBB-P2 sebelum dan sesudah diterapkannya e-payment sebagai metode

pembayaran di Dispenda Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1: Kerangka Teoritis

Penerapan sistem e-payment
dalam pembayaran PBB-P2

Penerimaan PBB-P2

Penerapan sistem e-
payment (X)

Terhadap
Penerimaan PBB-P2 (Y)
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2.11. Pengembangan hipotesis penelitian

Salah satu langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

pembayaran PBB adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan

melalui e-payment, Electronic payment merupakan system pembayaran yang

mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan pada transaksi bisnis

dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses cash

management, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukan

kapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas. Layanan e-

payment digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui Payment Media Bank

(ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, teller) Wahyu

(2005:1). Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri (2010) dalam

penelitianya menyatakan bahwa e-registration, e-SPT, e-filling dan e-payment

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

Hipotesis 0 (H0) : Penerapan e-payment sebagai metode pembayaran

PBB-P2 tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap Penerimaan

PBB-P2.

Hipotesis 1 (H1) : Penerapan e-payment sebagai metode pembayaran

PBB-P2 memberikan perbedaan positif signifikan terhadap Penerimaan

PBB-P2.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data dalam penelitian merupakan data sekunder, yaitu sumber data

penelitian yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2012).

Data sekunder dalam penelitian ini, didapatkan dari Dispenda Kota Metro, dan

Dispenda Kabupaten Lampung Tengah selama tahun pajak 2013-2015, kemudian

data-data tersebut dianalisa secara statistik.

3.2. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

dan Kota yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 1: Kabupaten dan Kota penerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 tahun

2012-2014

Tahun 2012 2013 2014
Jumlah
Kab./Kota

1 4 10

Keterangan 1. Kota Bandar
Lampung

2. Kab. Lampung Tengah
3. Kab. Way Kanan
4. Kab. Tulang Bawang

Barat
5. Kota Metro

1. Kab. Lampung Barat
2. Kab. Lampung Selatan
3. Kab. Lampung Timur
4. Kab. Lampung Utara
5. Kab. Mesuji
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6. Kab. Pesawaran
7. Kab. Pesisir Barat
8. Kab. Pringsewu
9. Kab. Tanggamus
10. Kab. Tulang Bawang

Metode Pemilihan Sampel, yang mana sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2011) yaitu dengan menggunakan

Purposive Sampling dengan sampel berdasarkan pertimbangan (Judgment

Sampling) yang pengambilan datanya dilakukan dengan pertimbangan tertentu

yaitu Dengan kriteria pengambilan sampel hanya didasarkan pada Kabupaten dan

Kota yang telah melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2013, dalam hal

ini, sampel yang didapatkan adalah data dari Kabupaten Lampung Tengah, dan

Kota Metro. Data yang diambil dari laporan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro.

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa metode pengumpulan data yang

dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), dokumentasi

dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan

studi pustaka dan dokumentasi.
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1. Studi pustaka

Yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik literatur,

artikel, maupun situs di internet yang relevan dan berhubungan dengan

pembahasan.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa

laporan keuangan, dokumen terkait, catatan-catatan dan lain-lain. Studi

dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian  kualitatif.

3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Penelitian yang dilakukan tentang adakah perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebelum dan sesudah penerapan e-payment

sebagai metode pembayaran. Maka terdapat satu Variabel Independen yaitu e-

payment, dan terdapat satu Variabel Dependen yaitu Penerimaan PBB-P2,

Sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini adalah e-payment. Dalam

melaksanakan pemungutan PBB-P2, sistem yang digunakan sejak tahun

2014 adalah sistem e-payment dimana pembayaran pajak bumi dan

bangunan terintegrasi dengan sistem perbankan sehingga pembayaran

pajak bumi dan bangunan makin dipermudah. Sehingga dalam penelitian
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ini pengukuran yang digunakan penulis dengan menggunakan Jumlah

Penerimaan PBB-P2 yang melalui sistem e-payment, jumlah tersebut

didapatkan dari jumlah total penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2015,

dimana sistem e-payment sudah ditetapkan sepenuhnya di Kabupaten

Lampung Tengah dan Kota Metro.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PBB-P2.

Penerimaan Pajak yang dimaksudkan disini adalah penerimaan pajak

secara keseluruhan baik yang diterima melalui pembayaran manual

maupun pembayaran elektronik. Sehingga dalam penelitian ini variabel

dependen dikur dari jumlah realisasi penerimaan pajak untuk periode

waktu Mei 2013 – Desember 2015.

3.5. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji

hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai

karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.
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2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier Sederhana dapat disebut model yang baik jika model

tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik

itu normalitas data dan heterokedastistitas. Adapun penjelasan mengenai

uji normalitas dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan mengetahui distribusi data dalam variabel

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak

digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal.

normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yakni

dengan melihat kurva normal P - plot.

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik

data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik

data searah mengikuti garis diagonal. teknik lain yang dapat digunakan

untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal dengan chi-

square (Singgih Santoso, 2011:193). Suatu data dikatakan normal bila

grafik yang ditunjukan pada grafik sebaran data berada pada posisi

disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah kiri bawah ke

kanan atas (Jonathan Sarwono, 2012:194).

Menurut Singgih Santoso (2011:196) ada beberapa cara mendeteksi

normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama

pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini

dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data

tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka

dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terdapat

beberapa faktor pengganggu yang disebut sebagai heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik yang homoskedastik dan tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Kemudian menurut pandangan Bhuono (2005:62) untuk mengetahui ada

atau tidak adanya heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara diantaranya

adalah:

a) Dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat

(ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas dengan melihat antara ZRESID dan ZPRED

dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah

residunya.

b) Dasar analisis, jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk

suatu pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi
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heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas secara

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas. Artinya hal tersebut tersebut terbebas

dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam

penelitian.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji beda t-test berpasangan

Uji beda t-test berpasangan dilakukan dengan tujuan

membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel

tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk

tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai

nol.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari

variabel masing-masing independen yaitu: e-payment terhadap satu

variabel dependen, yaitu penerimaan PBB-P2, nilai t hitung

dibandingkan dengan nilai t-tabel. jika t hitung > t table (atau –t

hitung < -t table) maka H0 ditolak dan H1 diterima, dan apabila t

hitung < t table (atau –t hitung > -t table) maka H0 diterima.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis

apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penerimaan PBB-P2 sebelum

dan sesudah penerapan e-payment di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota

Metro. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada bab

sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

 Penerapan sistem e-payment di Kota Metro, memberikan perbedaan

positif yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Metro.

Yang berarti bahwa H1, penerapan e-payment sebagai metode

pembayaran PBB-P2 memberikan perbedaan positif signifikan

terhadap penerimaan PBB-P2 diterima, dan H0, penerapan e-payment

sebagai metode pembayaran PBB-P2 tidak memberikan perbedaan

positif yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 ditolak.

 Penerapan sistem e-payment di Kabupaten Lampung Tengah, pada

tahun pertama penerapan (2014) tidak memberikan perbedaan positif

signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung

Tengah. Yang berarti bahwa H0, penerapan e-payment sebagai metode

pembayaran PBB-P2 tidak memberikan perbedaan positif yang

signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 diterima, dan H1, penerapan
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e-payment sebagai metode pembayaran PBB-P2 memberikan

perbedaan positif signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 ditolak.

Namun pada tahun kedua (2015), H1, penerapan e-payment sebagai

metode pembayaran PBB-P2 memberikan perbedaan positif signifikan

terhadap penerimaan PBB-P2 diterima, dan H0, penerapan e-payment

sebagai metode pembayaran PBB-P2 tidak memberikan perbedaan

positif signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 ditolak.

5.2. Keterbatasan dalam penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

 Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari Dispenda Kota

Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

 Data sekunder yang didapat dari Dispenda Kota Metro dan Kabupaten

Lampung Tengah terbatas hanya pada 3 tahun pengamatan saja yaitu

tahun 2013, 2014 dan 2015, dikarenakan penerapan PBB-P2 dan e-

payment yang masih tergolong baru.

 Penelitian ini hanya menguji dua variabel, yaitu satu variabel

dependen dan satu variabel independen tanpa memperhatikan hal lain

yang dapat memberikan perbedaan pada penerimaan PBB-P2.

5.3. Saran

 Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dapat memberikan

informasi yang lebih spesifik tentang pembayaran dengan sistem e-

payment.
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 Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah,

memberikan informasi tentang jumlah SPPT PBB-P2 yang telah

disebar untuk wajib pajak melalui kecamatan.

 Sebaiknya Bank Lampung di Kabupaten Lampung Tengah dapat

meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk mengoptimalkan sistem

pembayaran melalui e-payment di Kabupaten Lampung Tengah.

Seperti pengadaan prasarana mobil kas keliling untuk pembayaran

PBB-P2 di daerah terpencil.

 Dan pada peneliti selanjutnya, agar memperluas sampel dan variabel

penelitian.
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